ARTI PENTING
PENGUASAAN BAHASA INDONESIA HUKUM
DAN METODE PENEMUAN HUKUM

1melda Martinelli’

ABSTRACT
anguage used in the ficld of law is also like ordinary Indonesian
o the grammatical rules of standard Indonesian. That is why
ally in writing, is a subject matter that should be
taught to stndents of faculty of law. In addition, co-nsid-cn"ng the limilation of written
0 ing the development of fact in reality, il is necessary that the students

language in follow : .
are also given an understanding regarding methods of law-making such as methods of

interpretation and argumentation

In naturc, the Indonesian |
langnage. so that it is subject t ‘
oood and correct Indoncsian, €specl

. PENDAHULUAN .
Bahasa Indonesia hukum pada hakikatnya adalah bahasa Indonesia

«ukum bahasa Indonesia” tersebut berlaku bagi
kum”. Sekalipun demikian, ada kata, istilah,
ca ada hal-hal khusus yang

juga, sehingga segala
penerapan “bahasa Indonesta hu
dan pengertian yang teknis hukum, sehing

membedakannya dengan bahasa nonhukum.
Dalam banyak buku, istilah yang digunakan untuk menyebut “bahasa

Indonesia hukum” adalah “bahasa hukum Indonesia”. Penulis beranggapan
istilah yang disebut pertama lebih tepat daripada istilah yang terakhir. Seperti
ditegaskan di muka, bahwa bahasa Indonesia hukum adalah juga bahasa
Indonesia. la mendapat tambahan kata “hukum” karena digunakan secara
khas, terutama dalam bahan-bahan hukum. Dikatakan “terutama” karena
mungkin saja bahasa hukum itu muncul dalam tuturan lisan, bukan dalam
data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum itu. Karena titik tolaknya
adalah bahasa Indonesia, maka lebih tepat kiranya disebut bahasa Indonesia
hukum, yang juga berarti bahasa Indonesia bidang hukum. Kata “hukum” di
sini tidak harus hukum Indonesia, namun yang jelas, kata-kata atau ungkapan
tersebut mempunyai kekhasan tersendiri sebagai kata-kata atau ungkapan
yuridis dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hasil penyerapan itu
mungkin telah mengalami “pengindonesiaan”, tetapi mungkin pula tetap
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sebagai bahasa yang jelas, tepat, denotatif, (jdak o
sebagainya, tetapi juga tyat pada konvcnsinya sendiri,

Bahasa  hukum, khususnya yang tertulis, memiliki  banyak
keterbatasan. Hukum gelaly dikatakan berjulan tertatih-tatih dj belakang
perkembangan (kenyataan) yang terjadi di masyarakat, Ungkapan dalam
bahasa Belanda‘, “Het recht hing achter de feiten aan,” rupanya masih
relevan untuk d1pega1}g. Apa yang dirumuskan scbagai bahasa hukum dalam
peraturan perundang-undangan ternyata tidak sepenuhnya dapat menjawab
semua problema hukum yang timbul d; masyarakat.

Anggapgn penganut Aliran Positivisme Hukum, bahwa undang-

e k pandora, terbukti keliru. Begitu
undang-undang selesaj dibuat, segera di i

telah “ketinggalan jaman”. Sekalipun demi
kelebihan juga, yakni pada unsyr kepastia
menjadi lebih mudah karena tinggal
menghubungkan' suatu peristiwa konkret d
Kekurangannya — sekali lagi — terletak
lebihan pada aturan hukum tertulis.

Kesadaran atas kekurangan Positivisme Hukum demikian mendorong
penganut Mazhab Sejarah menolak anggapan bahwa undang-undang itu
bersifat lengkap. Mereka melihat hukum tidak dapat dibentuk-bentuk dan
dibakukan seenaknya oleh penguasa. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh
bersama dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu keberadaan undang-
undang yang bersifat menggeneralisasikan ity Justru menyesatkan. Menurut
mereka, tidak ada undang-undang yang dapat berlaku untuk semua golongan
masyarakat, sama halnya tidak ada satu bahasa yang dapat dituturkan oleh
semua orang. Hukum dengan demikian tidak lagi bersumber kepada undang-
undang, tetapi harus mengambil sumber pada kebiasaan.

Aliran  Sociological ~ Jurisprudence ~ berusaha menggabungkan
pemikiran Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah itu. Hukum yang baik,
menurut mereka, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, tetapi sesuai
dengan hukum yang hidup di masyarakat (/iving law). Pandangan ini
kemudian berkembang, dan oleh Roscoe Pound, hukum diartikan tidak lagi
berjalan di belakang Kenyataaan, tetapi dapat mendahului kenyataan. Hukum

dapat menjadi alat untuk memperbarui masyarakat (Jaw as a tool of social
engineering).

motif, monosemik, dan

n hukumnya. Pekerjaan hakim juga
menerapkan  silogisme dengan
engan peraturan yang telah ada.
pada pengandalan yang berlebih-
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persoalannya sekarang, untuk menil'ai suatu hukum itl'l baik atau tidak
baik temyata tidak nwdah. Hukum yang sejak semula telah d;rancafng dengan

al temy caia menjadi kacau dalam pelaksanaannya. Untuk itu, alirap
baik. Qapflilnclbcmcn dapat, seharusnya yang dijadikan ukuran bukan dag
Unhtagl amc;leh siapa hukum itu bersumber, tetapi bagaimana dampak hukum
;?jr;ieiig ditcrapkan di masyarakat. Ukuran baik-buruk suata hukum adalah

~ idak hukum itu.

bc“mnfsa?afﬁu t(;iil:z;; Utilitarianisme, selanjutnya penganut Realisme
Hukum (1J:hususn)’frl vpfagmatic Legal Realism), yang kemydian bgrl?uncgk
pada Freirechtlehre, beranggapan bahwa und?,ng-undang Udak. lagi lden'f'k
denean hukum. Undang-undang hanyalz}h Faksnr‘an' tentang bagaimana haknp
akan menjatuhkan putusan apabila terjadi peristiwa konkret. Kaum realis

. tampaknya lebih tidak percaya lag terhadap undang-undang daripada

penganut Mazhab Sejarah. !’enganut Rez}li§me Hukum beranggapan, adalah
tidak mungkin menggeneralisasi satu peristiwa konkret yang serupa der}gan
peristiwa konkret yang lain. Artinya, seseorang membunuh di tempat A, tidak
dapat dihukum berdasarkan pedoman yang s'ama'(undan'g-pndang) dengan
orang lain yang membunuh di tempat B. Tiap-tiap pemistiwa konkret itu
memiliki nuansa-nuansa dan latar belakangnya sendm._ .

Apa yang diuraikan di atas sebenarnya menunjukkan, bahwa para ahll
hukum sendii menyadari bahwa kemampuan hukum itu terbatas. Hal ini
sekalieus berarti kemampuan bahasa hukum pun terbatas karena hukum — jika
diartikan sebagai norma dan norma di sini diidentikkan dengan undang-undang
(dalam arti material) — diekspresikan melalui bahasa, tepatnya bahasa tulisan.

Bahasa hukum yang terbatas kemampuannya itu perlu didayagunakan,
sehingga hukum dapat menjadi acuan (hampir) semua peristiwa konkret yang
telah, sedang, dan mungkin akan terjadi. Upaya “penerobosan” hukum demikian
dikenal dengan penemuan hukum (faw making atau rechtsvinding). _

Pada awalnya diskursus mengenai mefode penemuan hukum lebih
banyak dihubungkan dengan pekerjaan hakim, Kaum legistis-yuridis, seperti
Montesquieu, Immanuel Kant, dan Hans Kelsen, mempertahankan penemuan
hukum yang heteronom oleh hakim. Artinya, hakim tidak lebih sebagai corong
undang-undang. Pandangan ini dapat dikatakan masih cukup kuat meresap dalam
sistem hukum kita, sebagaimana tampak dalam Pasal 20 dan 21 Algemene
Depalingen van Wetgeving voor Indonesié (AB). Hakim adalah bagian dar
badan yudikatif, sehingga ia tidak boleh membentuk hukum.
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a satu kata atau istilah dalam undang-undang  yang
membuatiya ragu-ragtl & pcrlstlwa hykum atau hubungf"m’ hukum yang
dipermasalahkannya itu dapat dikonstruks! c'la:‘lam kata atau istilah tfrsebut,
Sebagai contol, apakah ketentuan mengenal mcnggclapkar} barang” dafam
Pasar 41 Kitab Undang-Undang Hukum Plc‘lana dapat dlt‘cr‘;’apkan untuk
seseorang yang mcnghilangkan‘bz‘lrang orang lain sccara sengaja’ |

Mahasiswa dalam hal ini perlu memb‘uat interpretasi sebagai salah
satu metode penemuan hukum. Int.erpretaSI yang .pertama yang harus
dilakukan adalah interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa,
yang Sering pula disebut metode penemuan hukum secara objektif
Mahasiswa diminta untuk menelaah ’F:d.ak saja b_ahasa hukqm yang terdapat
dalam pasal-pasal yang ada, tt;tapl Juga penjc?lasar} ‘dart pasal-‘pasalnya
(penafsiran otentik). Interpretasi secara gramatikal ini antara lain da_pat
dengan cara memperluas (ekstensif) bahasa hukum dalam undang-undang itu,
ataJ mempersempitnya (restriktif). o : |

Jika interpretasi demikian masih d1ang_gap belum mema_da1 untuk
menjawab permasalahan yang diajukan, mahasnsw.a hz}ms menafsirkan kata
atau istilah dalam undang-undang itu lebih jauh lagi, misalnya mengaitkannya

dengan tujuan kemasyarakatan (penafsiran sosiologis atau teleologis), dengan

peraturan-peraturan Jain yang relevan (penafsiran sistematis), dengan latar

belakang sejarah (penafsiran'historis), atau dengan penerapan masalah serupa
di negara-negara lain (penafsiran komparatif). Interpretasi juga dapat
dilakukan terhadap bahasa hukum yang terdapat dalam rancangan undang-
undang (penafsiran futuristis). Hal ini berarti mahasiswa mengadakan
penelaahan antisipatif terhadap peraturan hukum yang sesungguhnya belum

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ihadapkan pad
dihact) pakah

B. Metode Argumentasi ,
Jika ketentuan hukumnya tidak jelas, metode yang digunakan untuk

memperjelas ketentuan tersebut berupa metode penemuan hukum
interpretasi, sedangkan apabila ketentuan hukumnya tidak atau belum ada,
metodenya adalah dengan argumentasi.

Argumentasi dapat dibedakan atas tiga macam metode, yaitu: (1)
analogi; (2) penyempitan hukum; dan (3) a contrario.

Metode analogi sebenarnya merupakan bentuk perluasan dari
ketentuan hukum yang mengatur objek atau perbuatan hukum yang mirip
atau sejenis. Paul Scholten (1991) menyatakan analogi pada dasarnya sama
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diterjemahkan dengan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa Pidana,
iten

cup delik saja. .
atau cuksl::I;CI:i ol aIJ1 dinyatakan sebelumnya, bahasa Indonesia hukum tundyy

. uan baku . bahasa Indonesia, sehingga pedoman
pad‘a .Ik]e;ir:?aanptﬁt?;ms mengacu kepada pedoman umum pembentukan
Pcf‘slt; ac;ala"i bahasa Indonesia. Dewasa ini telah disepakati, bahwg
1sulab ntukan istilah dari bahasa asing mengacu kgpada bahasa Inggris.
gz{:ij;kan ini antara lain tampak dari beberapa kalt hasil sidang Majelis

sia-Malaysia.
Bahasallé]edsﬁrllifan terbes);r justru terdapat pada bahasa hqkum yang memang
kenyataannya lebih berakar pada bahasa Belanda. Meng‘l.ngat sistem hukum
di Inggris berbeda dengan di Belanda, maka sering ‘dqumpal }stllah yang
dikenardalam hukum Belanda tidak.terdapat dalam hukum Inggris, demlkl'an
pula sebaliknya. Selain itu, ada kalanya kata-kata dalam bahasa Belanda itu
telah demikian meresap dan diterima dalam pergaplan kalangan hUk'j'm di
Indonesia. Kata « redietverband”’ misalnya, sampai sekarang tetap dipakai
dalam versi bahasa Belanda dan belum pernah ada usaha untuk

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. o .
Ragi para mahasiswa yang akan membuat skripsi tentu dituntut

ketelitiannya dalam menggunakan peristilahan yang tepat. _Se_bagz}i pedoman
dapatlah disarankan untuk sedapat mungkin menggunakan istilah-istilah yang
sudah diindonesiakan. Untuk itu acuan yang pertama adalah Pedoman Umum
Pembentukan Istilah (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0389/U/1988), '

Jika terdapat satu kata atau istilah yang dapat ditemukan dalam
bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, tentu acuannya adalah bahasa
Inggris. Kata “praktiji” (Belanda) dan “practice” (Inggris), tentu akan lebih
tepat dialih-istilahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “praktik”, bukan
“praktek”. Lain halnya apabila istilah dalam bahasa Belanda tersebut tidak
terdapat padanannya dalam bahasa Inggris, atau telah terlanjur menjadi
terminologi yang dikenal luas oleh kalangan hukum. Indonesia. Kata
“hipoteck”, misalnya, tentu lcbih tepat apabila dialib-istilahkan menjadi
“hipotik” daripada diambil dari istilah “mortgage” dalam bahasa Inggris.

Jika pedoman tersebut tidak dapat dijadikan acuan, barulah beralih
kepada kamus-kamus yang representatif untuk dijadikan rujukan. Saat ini
kamus-kamus hukum memang cukup banyak beredar, tetapi masih dikarang
secara individual, sehingga kamus yang satu dengan kamus lainnya masih
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